


 

 

 

  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 
 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 
 

  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral  Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat  Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
411). 
 

 
 

MEMUTUSKAN 

      

Menetapkan : Keputusan  Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 
Jawa Tengah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen; 
 

Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Sri Kuncoro Bayu Aji, S.A.P NIP. 19840401 
201001 1 002 Pangkat/Golongan Pengatur (II/c) sebagai Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 
Kebumen; 
 

Kedua : Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana 
ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut : 

1. Menerima dan menyimpan UP atau TUP dari sumber Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berdasarkan perintah PPK; 

4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan; 

5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 
dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 

6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke 
kas negara; 

7. Menatausahakan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP atau TUP dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP atau TUP dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 

 




